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KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masaahtujuan penelitian
dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan balstudi ini terpaut dengan studi-
studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan dstini hanya melakukan
pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut petgarpenulis, karya ilmiah
yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan pdkhususnya di Fakultas Syariah.
Namun penulis mengakui sudah ada beberapa kary@sisikang berkaitan dengan

masalah dispensasi perkawinan. Diantaranya yaitu:
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Anisah®®  2002. Skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim amial
mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah mewurut UU No. 1/1974
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). Rere ini menggunakan
metode pendekatan yuridis sosiologis, berdasarkaelpian diketahui bahwa data
permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah wnuengadilan Agama
Malang relatif kecil dan prosedur yang ditempuhhofgemohon haruslah sesuai
dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pangadndangan serta alasan
yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dsageperkawinan di bawah
umur adalah karena pihak mempelai wanita sudahlharebih dahulu dan karena
ada kekhawatiran orang tua yang melihat pergautekrgya yang sudah begitu
intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbanggmh dalam memberikan
putusan yaitu : a) Islam mentoleransi adanya perawdi bawah umur karena tidak
ada peraturan yang mengatur secara tegas, b) aklepgtuhan terhadap hukum dan
kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi sys@tat yang telah ditentukan
oleh perundang-undangan, c) adanya faktor kultwdaya serta faktor pendidikan
yang rendah.

Skripsi di atas sekilas memang memiliki kesamaamade apa yang penulis
teliti, dari segi pertimbangan hakim dalam perkaermohonan izin dispensasi
perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama, pkdsenya dengan penulis teliti
terletak pada meningkatnya dispensasi perkawinaawah umur tiap tahunnya, dan

perbedaan lokasi penelitian.

Anisah, Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonapedisasi anak di bawah umur
menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilaamag Kota Malang) (Skripsi: fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002)
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M. faizin Anshory!, 2005. Skripsi dengan judul: perkawinan di bawatuu
pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agaatapaten Malang. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosmlgging berkesimpulan bahwa
faktor penyebab adanya permohonan dispensasi ad@ldiawatiran orang tua
terhadap anaknya yang hubungan dari kedua anakigd semakin erat, sehingga
dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilaranghohgama. Dalam hal ini hakim
menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutusi@ah tidaknya
perkawinan dini, diantaranya vyaitu: a) syarat-syadalam perkawinan, b)
pertimbangan orang tua, c) larangan Undang-unddn&uka sama suka, e) tidak
ada unsur paksaan.

Sedangkan persamaan pada skripsi yang kedua itahadi@nya meneliti
beberapa berkas perkara dispensasi perkawinanwhhbamur dari segi faktor-
faktor penyebab adanya permohonan dispensasi padawdi bawah umur.
Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adakaisi penelitian serta yang
diteliti lebih global dan tidak hanya fokus dalaebkrapa kasus tertentu, akan tetapi
semua kasus dispensasi nikah yang memang terusigkahisetiap tahunnya yang
terjadi dalam tahun 2008 sampai tahun 2010. Pearelini hanya meneliti tiga
perkara saja yang terjadi pada tahun 2003 dan 20&4,dalam skripsi tersebut

perkara permohonan dispensasi perkawinan mengakmirunan ditahun 2004.

YM. faizin Anshory,Perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasiiniti Pengadilan Agama
Kabupaten Malang(Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik IbrahiMalang, 2005)



13

Pada tahun 200Bohela'? melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan di
bawah umur sebagai hambatan Pembentukan KeluargmaBadi Kecamatan
Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini lemupntuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinanaldh umur, kemudian untuk
mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur tefhg@@émbentukan keluarga
sakinah dan juga untuk mengetahui upaya yang diEakuKUA Kecamatan
Tlanakan agar mengurangi terjadinya perkawinaradigt umur.

Pada skripsi di atas memliki kesamaan pembahadamdal pernikahan di
bawah umur, dan faktor-faktor yang mempengaruhkg®inan di bawah umur,
akan tetapi juga memiliki perbedaan yang mendas#u \lokasi penelitian dan
bukan dispensasi pernikahan di bawah umur yangidikan tetapi lebih kepada
dampak pernikahan dini terhadap pembentukan kedusaginah yang berlokasi di
daerah tertentu, yaitu di Kecamatan Tlanakan Kalemp@amekasan.

Jadi menurut penulis, belum ada yang meneliti teptRasus yang terjadi
peningkatan tiap tahunnya dalam perkara permohdisgensasi nikah pada tahun
2008 sampai tahun 2010. Jika dilihat dari penelipanelitian sebelumnya hanya
membahas beberapa perkara saja dan terlebihldkgsi penelitian yang penulis
teliti berbeda dengan para peneliti tedahulu walaupemiliki pembahasan setema.

Lokasi yang penulis teliti yaitu di Pengadilan AgaBlitar.

2 Rohela, Perkawinan dibawah umur sebagai hambatan Pembentukaluarga Sakinah di
Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekag&ripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibiah
Malang, 2003)
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B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan per spektif fikih

Perkawinan dalam literatur fikih bahasa arab diselmngan dua kata, yaitu
nikah dan zawaj Kedua kata ini yang dipakai dalam sehari-haringrarab dan
bayak terdapat di dalam Al-Quran dan hadist nahialka-ka-habanyak terdapat

dalam Al-Qur’an dengan arti kawin. Seperti ayabakvah ini:

s 2 5 _EZ_ -~ -~ g& - - X . s
TEUs vi._g‘ 1S G Sl a8 Tel 50 NI 2as 56 F0y &l
RPN

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku atkirhadap (hak-hak)
perempuan yang Yyatim (bilamana kamu mengawininjgka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tagau empat. Kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kalah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itulalddebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya®®

Dalam Al-Quran terdapat pula katikah dengan artakad®, yaitu terdapat

pada ayat:

\p—
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"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Tethkawini oleh ayahmu,

terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesunggupagbuatan itu amat
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (gatitempuh).*®

13QS. An-Nisa’'(4): 3.

14 Amir Syarifudin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesi&Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.
15 QS. An-Nisa’'(4): 22.
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Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhdighwa perkawinan
merupakanakad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang-léddk dapat
mengambil manfaat untuk melakukaistimta’ dengan seorang wanita atau
sebaliknya.

Menurut Sajuti Talib, perkawinan adalah suatu pgiga yang suci, kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara setafinpki dan perempuan
membentuk keluarga yang kekal, santun-menyant@sihkmengasihi, tentram dan
bahagia®

Sedangkan menurut Imam Syafii, pengertian nikahhiaduatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antaalan wanitd’

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak sekaligdaan pendapat antara
ulama satu dengan yang ulama lainnya, tetapi padregendapat ini sebetulnya
bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sgsinga antara pendapat satu
dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut habyatskeinginan perumus untuk
memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalanummuskan pengertian
perkawinan.

Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan dpitdari semua yang
telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakamriees dari seluruh pendapat,
yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjiasi antara seorang laki-laki dan
seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga ysakinah mawadah

warohmah

16 Nuruddin, TariganQp.Cit,38.
7 |dris RamulyoHukum Perkawinan IslanJakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.
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b. Perkawinan perspektif Undang-undang No 1 tahun 1974

Secara formal telah ditetapkan batas usia pernikajiaitu terdapat dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 mekanu pengertian
perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikal@hir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istegatetujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasargaminan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan baruldd a@pabila dilakukan
antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukamakan perkawinan apabila
yang terikat dalam perjanjian itu sama-sama segoaiag(homo seksual) atau sama-
sama seorang wanita (lesbian), dan perkawinan &k&al jika didasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pentagedagian besar
fukhoha (para sarjana islam) adalahubah atau ibahah (halal atau kebolehan).

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

AU Guaaly padll (ab Al 7 g 3itd Sel) aSia pllaind (pa QLudl) ydaa
Olalesag s A3y 0195 ) slag Al 4 Lo guallly dglad adaiwy ol (a9

Dari Abdullah bin Masud Rhadiyallahu anhu berkdfaasullullah Shalallahu
alaihi wassalam bersabda, “ Wahai generasi mudarabgsiapa di antara
kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikainena nikah itu
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemalDan jika dia
belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puaskjiat menjadi kendali
(obat). (hadis riwayat Bhukhori Muslim).

Hukum tersebut dapat berubah-rubah berdasarkanb-selbab i{lahnya)

kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunatbywagn haram.

18 Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahibmi al-Mughirah bin Bardasbah al_Bukhori,
Matan al-Maskul al-Bukhoyi(Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 251.



17

1. Hukum makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhamajasya telah wajar
untuk menikah, walaupun belum sangat mendesalpitblum ada biaya untuk
hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa geaesmn untuk istri dan anak-
anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah.préi@au dia menikah juga
hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahatiarggkan apabila tidak menikah
dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi makeneéradapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untugmkah tetapi ia meragukan
dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suamiayandendidik anak-anaknya,
maka makruh baginya untuk menikah.

2. Hukum Sunat

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmanigeesng pria itu telah wajar
dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia aagatsekedar hidup sederhana,
maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. iAkal@ dia menikah maka
akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau behemkah maka dia tidak
berdosa.

3. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi matenipun non materi,
dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjesukedalam perzinahan, maka
wajib baginya melangsungkan perkawinan, karena aobkpn dari yang haram

adalah wajib.
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4. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkain Gan batin kepada
istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesakn#h). Maka haramlah untuk
melangsungkan perkawinh.

Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan daknspektif hukum
Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondigjektif yang menyertai calon
mempelai yang bersangkutan sehingga hukum sesearatuk melaksanakan
perkawinan tidak sama atau berbeda antara sagadéain.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memetwtiutan hajat tabiat
kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalamgkea mewujudkan suatu
keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan lsasiing, untuk memperoleh
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengétentuan-ketentuan yang
diatur oleh syariah. Rumusan tujuan di atas dapatdiskan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tantbjat manusia

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghozalmbagi tujuan dan faedah
kepada lima hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangaarigkurunan serta

memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;

2. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan;

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

9 Maftuh ahnan, dan Maria UlfRisalah Fikih Wanita(Surabaya: Terbit terang), 274
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4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjais lpgrtama dari

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaanagémdayang;

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki higungan yang

halal dan memperbesar rasa tanggung jaf\R/ab.

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undangl/l®74, masih
berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anakakgiang berbunyi: “Dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahdan kekal berdasarkan
pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebugandang harapan bahwa
dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleln sehiahagiaan, baik materil
maupun spiritual. Kebahagiaan yang diperoleh b@takkEbahagiaan yang bersifat
sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kk&ena perkawinan yang
diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yaagydn berakhir dengan
kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan pEsd@angan ini maka pembuat
Undang-undang memberikan pembatasan yang ketatad#ggh pemutusan
perkawinan.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan tersebuta kitga mendapat
pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehiduparahlutangga yang bahagia
dan kekal haruslah didasarkan kepada Tuhan YangMah. Pandangan ini sejalan
dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yangatisasikan di dalam kehidupan

baragama dan bernegara.

20 Asmin, Op.Cit, 12-13.
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4. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinag texjadi dimana pihak
mempelai atau salah satunya belum mencapai umy sadah diisyaratkan oleh
Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pipak sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapar d (enam belas) tahéh.

Di dalam fikih mazhab Syafii karangan Drs. H. Idvlas’'ud dan Drs.H Zainal
Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak mpuan yang masih kecil
kalau ia mau. Rosullullah SAW, pernah menikahi Alsketika berumur 6 tahdh.

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anakilatau perempuan yang
masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan iasihmgadis atau masih
thayibah asalkan walinya adalah salah seorang dssahabah (keluarga dari pihak
ayah). Sedangkan imam Malik hanya mengakui perlawisemacam itu bila
walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafiahdalla anak dinikahkan
seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maktabkedewasa dia berhak untuk
menolak perkawinan terselft.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya fikih kega, mengatakan
bahwa anak yang berakal sehat, ayahnya mempun¥yauiak menikahkannya.
Beliau sependapat dengan pemikiran Ibnu Mundzitlasan az-Zuhri, Qatadah,
Malik, ats-Tsauri, al-Auza’l, Ahmad, Ishak, Syafilan para pengikut madhab

Hanafi. Hal ini didasarkan pada riwayat yang mengledn bahwa Ibnu Umar pernah

2! Hadi Kusuma, HilmartHukum Perkawinan di Indonesi@Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.
22 |pbnu mas'ud, Zainal Abidirfikih Mazhab Syafi'l(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289.
2 Abdul RahmanPerkawinan dalam syariat Islanjakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.
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menikahkan puteranya yang masih kecil. Lalu kedaangngadukan kepada Zaid,
hingga Zaid membolehkan keduarf{fa.

Sedangkan di dalam fikih wanita karangan Syaikh KdMuhammad Uwaidah
bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau Veainya menikahkan seorang
gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali nlengaya. Jika hal itu tetap
dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sasiali. Adapun wanita yang di
bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, makaktideorangpun boleh
menikahinya, baik karena alasan memaldizaiura) maupun tidak. Sehingga ia
mencapai usia baligh.

Demikian juga menurut pendapat Ibnu Syibrimah, kalidak diperbolehkan
bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang ndisibawah umur, kecuali
setelahbaligh dan mendapat izin darinya.

5. Batasusia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Per spektif fikih

Sahnya suatu perbuatan menurut hukum Islam adalals memenuhi dua
unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsuwkadtiang) sedangkan syarat
merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatakumhu Jika ingin
melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun gamtssyarat tertentu. Dan
sebelum mengetahui batas usia perkawinan, tertidiinlu harus mengetahui rukun
dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalasalah perkawinan

memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini mdkdk mengherankan jika

24 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: RkstAl-Kautsar, 2001), 62.
% Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidalfrikih Wanita,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.
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berkenaan dengaikhwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yalet
sebagian ulama’ dimasukkan kedalam rukun atauparasyikah, misalnya ulama
Malikiah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1)liw@erempuan, 2) maskawin, 3)
suami, 4) istri, dan 5) sighat akad. Kebanyakamal&yafiiyah menyebutkan lima
rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentugyaerbeda dengan mazhab
Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) istri, 3) wali, 4) dusrang saksi, dan 5) sighat ak&d.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangangde larangan-larangan
yang terkatub dalam ketentuan Surat al-Baqoroh 28Atyaitu larangan perkawinan

karena perbedaan agama:

w B @ ‘/
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“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyskpelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmirn lbhik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan jangankdmu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmirgbedum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih deik orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak keakersedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Al menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada maausupaya mereka
mengambil pelajaran”.

Muhammad Amin Summaukum Keluarga Islam di Dunia Islanfjakarta: PT. Raja Gravindo
Persada, 2004), 96.
27QS. Al-Bagoroh’ (2): 221.
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Dengan pengecualianya dalam surat al-Maidah aygtifiy khusus laki-laki
Islam boleh mengawini perempuan-perempuan abhlibkitseperti Yahudi, dan

Nasrani:
2 - s« oo 8 2 Do - &,‘ I 4 e
U s laby N > oS gl cpdll plaby cclall (ST 1 257
- 42 g
VSLJJA;,‘.:&IM)J)\&.\“JAWWJU ‘/'/,S'i’“(/)f‘"‘i 3 [\3?:&

£ =8 g4

U'Aj Q\v\p‘ Lsm \]) u\xn_w.nj\_c MUA))}‘UA)M“ |.3\

“Pada hari Ini dihalalkan baglmu yang baik-baik. kwnan (sembellhan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimdan makanan kamu halal
(pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) waniyang menjaga
kehormataf’[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanivanita
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yatigeri Al Kitab
sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawiekenelengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tiga#a) menjadikannya
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah bann{Tidak menerima
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan iiahati kiamat
termasuk orang-orang merugi”.

Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangesebut dalam al-
Quran surat an-Nisa’ ayat 22-3%:
b. Syarat khusus
a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
b) Kedua calon mempelai haruslah Islam
c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua caloneteendgadi tidak boleh
perkawinan itu dipaksakan.

d. Harus ada wali nikah

2 0S. Al-Maidah (5): 5.
2 ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.
30 Ramulyo,0p.Cit, 50.
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Menurut imam Malik dan Syafii salah satu syaratngahnikah ialah adanya
wali. Namun demikian Daud Az-zahiri berpendapatviraiwali hanya diperlukan
bagi perempuan gadis. Daud berpendapat demikiaan&amemandang bahwa
perempuan gadis sebagai orang yang belum mampukulaisnnggung jawab secara
penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainkh tmiengetahui arti rumah
tangga dan mengetahui arti tanggung jawabnyadék tdisyaratkan menggunakan
wali dalam pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat Datetlihat pula pendapat
Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya wallkasasuami dari wanita itu
sebanding gekufy. Abu Hanifah dan muridnya, abu Yusuf, malah meleiltkan
wanita menikahkan dirinya asalkan wanita itu wadtas dewasa, dan tidak harus
janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikaharyddah sunat saja, yaitu untuk
memelihara kehormatan dan kemulyaan watiita.

e. Harus ada 2 orang saksi, dan syaratnya saksi lsdans, dewasa dan adil

f. Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.

g. Pernyataan ijab Qobul. ljab adalah suatu pernyadaancalon wanita yang
lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialahatu penerimaan dari pihak
laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

Disamping itu untuk memformularing secara resmiadalmasyarakat maka
setelah selesai upacara akad nikah dengan prosegaisalengan ijab qobul,
disunatkan untuk mengadakan walimah atau pestaawearén tetapi tidak wajib

hukumnya®

31 Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (eBrpblematika Hukum Islam Kontemporer (I1)
(Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996), 61.
%2 Ramulyo,0p.Cit, 53.
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Di dalam Al _Quran tidak dijelaskan secara pastntdeg batas usia
pernikahan, akan tetapi para ulama’ sepakat dalaselah usia pernikahan sangat
erat hubunganya dengan kecakapan bertindak. Hegnti dapat dimengerti karena
perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mintsampggung jawaban dan
diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. aMaktiap orang yang ingin
berumah tangga diminta kemampuanya secara utuh. ydag menjadi dasar
kemampuan tersebut adalah akal berfikir sesotang.

Sebagaimana terdapat dalam ayat:

;,;Jt T3ab30 1085 2as &2z O 8T T5als 13) 5 uujl NESf

-

Y M Eif 5F 123 1085 of Ny utﬂt G, EE s ;.&yt
A5 e yEG i ) s 15 lsf,:ﬁ@ m 5 €

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup urnatuk kawin. Kemudian
jilka menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (panaainelihara harta),
Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.jdaganlah kamu makan
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan damganlah kamu) tergesa-
gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasandaiapa (di antara
pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan (dari memakan

harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskifaka bolehlah ia makan
harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamanyerahkan harta
kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-séentang

penyerahan itug bagi mereka. dan cukuplah Allahageb Pengawas (atas
persaksian itu)™*

Sedangkan di dalam hadis, usia penikahan ditentudah usia baligh
seseorang. kriteria baligh ini terhadap anak laki-hpabila ia telah bermimpi keluar

mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluah dteid. Saat bermimpi keluar

% Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (eBrpblematika ...69.
3 QS. An-Nisa’ (4): 6.
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air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertasrapakan kriteria kedewasaan
terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesugardgperkembangan dan
pertumbuhan jiwa anak itu senditiDan ulama’ berbeda-beda dalam mengeluarkan
pendapat tentang usia tersebut, diantaranya taitu:

1. Ulama’ Syafiiyah dan Hanabillah menentukan bahwasandewasa itu
mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapatrima kedewasaan
dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa Keaabnya suara,
tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi kardmada itu datangnya
tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaarnuttiéenoleh umur.
Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakag gaentukan oleh
akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, demena akal pulalah
adanya hukum.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu daganguulai usia 19
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. $g#tan Malik menetapkan
18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. é¥ar beralasan
“ketentuan dewasa menurut syara’ adalah berminkaifena berdasarkan
kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkagi datangnya bila
usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampailigtmasih diharapkan
datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur davita pada usia 18
tahun3®

3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak kii4dalah 15 tahun,

sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.

35 Masduki,Fikih, (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), 50.
% yanggo, AnsharyQp.Cit, 70.
3" Muhammad Jawad Mughniyafikih Lima Mazhab,(Jakarta: Lentera, 2001), 318.
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Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, membetdsimpulan bahwa
perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sdeahsa. Tentang bagaimana
batas dewasa itu memiliki perbedaan antara lakidak perempuan dikarenakan
perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdsisainn komunitas tertentu atau
disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Walaupun memang pada dasarnya Islam tidak menkgarsgahnya suatu
perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang akanikah. Artinya, suatu
perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun danasyg terpenuhi, tanpa
mengharuskan usia kedewasaan suami istri itu miampakemudahan yang
diberikan oleh agama, karena ada segi-segi ptaitifyang ingin dituju. Akan tetapi,
karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang [saogr maka agama
mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat J@emujuan untuk
menumbuhkan rasa tanggungjawab.

b. Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 telah nteken batas usia bagi
pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapels® melangsungkan
pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhatsggarat perkawinan yang
telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan NahLin 1974, yaitu diatur
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun -syaratt pada pokoknya adalah

sebagai berikut®

#Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agaman)skahan Penyuluhan HukynfJakarta:
Departemen Agama RI, 2001), 117-131
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1. Ada persetujuan dari kedua calon memp€lai;

2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencad& tahun,
sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 f&hun;

3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagbrainempelai yang
belum berumur 21 tahuf;

4. Tidak melanggar larangan perkawiran;

5. Berlaku asas monogarti;

6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikgitf*

%pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atastpjuan kedua calon mempelai.

“pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hdiigiakan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanitalsudencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2)
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasallapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua oramagpibak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-
ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau Gethgatua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan
(4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal paeta@n dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Paesghi5(6).

“pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinamasgoyang belum mencapai umur 21
(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedusgaiza. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua
orang tua telah meninggal dunia atau dalam keatidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperolehi daang tua yang masih hidup atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hhlakerang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehapdaknaka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hasudgrah dalam garis keturunan lurus keatas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dasfatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada
perbedaan pendapat antara orang-orang yang didelaumh ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatpkadapatnya, maka Pengadilan dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkgkawinan atas permintaan orang tersebut
dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendeogag-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan
(4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) ssngengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannygkiitlyang bersangkutan tidak menentukan
lain.

“’pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara duagorang: a) berhubungan darah dalam garis
keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) berlgalbudarah dalam garis keturunan menyamping
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saoidar@g tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertuak #riamenantu dan ibu/bapak tiri, d)
berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, asakrsusaudara susuan dan bibi/paman susuan, €)
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaathibikemenakan dari isteri, dalam hal seorang
suami beristeri lebih dari seorang, f) mempunydiungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.

“3pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawidengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 &adan Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan
dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada asastgm daatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya bplempunyai seorang suami. (2) Pengadilan
dapat member izin kepada seorang suami untuk bdebth dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.
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Selain persyaratan di atas terdapat ketentuan daksal 2 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan maka perkawinan dianggap sahlamhlaksanakan menurut
agama dan kepercayaan masing-masing, yang dimakesogan hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya adalah termasrkuat perundang-undangan
yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengdangaundang.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasak 21ayersebut diatas
maka bagi warga Negara Indonesia yang beragaman Isipabila hendak
melaksanakan perkawinan supaya sah harus memegignitkan-ketentuan tentang
perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawiilséam. Demikian juga bagi
umat yang beragama non Islam, hukum merekalah ya@n menjadi dasar
pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Disamping ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sapegieawinan ditentukan
oleh agama dan kepercayaan masing-masing, makamétasal 2 ayat (2) UUP ini
menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap penkawharus dicatat menurut
perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa syarat-syarat perkawinan di atagy yaenjadi pembahasan di
sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Renkan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) talamnpihak wanita mencapai
umur 16 (enam belas) tahun”.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untumlelangsungkan
perkawinan, Undang-undang memperbolehkan penyingrateyhadap syarat umur

tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3):

“pasal 11 ayat (1) Bagi seorang wanita yang puttlsapgnannya berlaku jangka waktu tunggu. (2)
Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayaakdn diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih
lanjut.
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(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasadapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lainditinguk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salahrgpatau kedua orang tua
tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undangngnaha, berlaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal engah tidak mengurangi yang
dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atlektdijelaskan secara pasti
tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasamdtatika mengajukan dispensasi
pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. $eghitidak ada batasan-batasan
tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan pbonan dispensasi perkawinan
bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena ragmakya mengetahui bahwa
ada Undang-undang yang mengatur tentang masasaiter

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minus@ pernikahan ini
tentunya melalui proses dan berbagai pertimbartdahini dimaksudkan agar kedua
belah pihak benar-benar siap dan matang dari isi&, fpsikis dan mental. Serta
mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Disamingerkawinan juga
bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas yangr lebih rendah bagi
seorang wanita untuk menikah , mengakibatkan lejahiran yang lebih tingdr

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yadagang lebih sama.

Pada Pasal 18,KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sapert Pasal

**Rachmadi Usmamspek-aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaandtinesia (Jakarta: Sinar
grafika, 2006), 275.

“®pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rtamgga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh
calon mempelai yang telah mencapai umur yang giteta dalam pasal 7 Undang-undang No.1
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnyanber 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang
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7 Undang-undang Perkawinan. Demikian juga soaledisasi perkawinan di bawah
umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasengapa dispensasi itu bisa
diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga danatutangga. Akan tetapi pada
kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa penkawidi bawah umur
bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan ruaragga, melainkan justru
banyak berujung pada perceraian.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mewyg dampak negatif
baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menpara sosiolog, ditinjau dari sisi
sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmsnisgluarga. Hal ini disebabkan
oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dam berfikir yang belum
matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspakmemang mempunyai
banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerirdgalgghmentolerir pernikahan di
atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untukita

6. Dampak Perkawinan dibawah umur

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adpeykawinan di bawah
umur, yaitu:

1. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di Né&gargaitu:

a. UU No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihek pudah mencapai umur

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umurhifta

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ibagsémana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),
(3), (4) dan (5) UU Tahun 1974,
“" http/Pesantren Virtual.com
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Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seoyang belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua oran@ftua.

Walaupun Undang-undang tersebut menyebutkan adadispensasi
perkawinan bagj orang yang ingin melangsungkan gwarkan, akan tetapi
perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memeketentuan yang
diharapkan oleh Undang-undang No 1. Tahun 1974.

b. Undang-undang No.21 Tahun 2002 tentang Perlinduagek, terdapat

padaPasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampalat, dan
minatnya dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak“dnak.

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsukumelindungi anak
dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan oranggar anak tetap memperoleh
haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang sertendangi dari perbuatan
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenaami@gs pernikahan dini bukanlah
kehendak dari anak itu sendiri, melainkan dari gram.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya maddttam proses menuju
kematangan sehingga belum siap untuk melakukanngalouseks dengan lawan
jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian mekam. Ketidaksiapan organ
reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yamgabaya bagi ibu dan

bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlatrgprian tinggi dan LSM

perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah unmardi organ reproduksi

“8 SudarsonoHukum Perkawinan Nasiong] Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 41.
“9 Http//www.Undang-undang Perlindungan Anéiliakses pada tanggal 19 maret 2010).
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belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit paelroduksi, misalnya
pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, kegngdan kemandulan. Usia
ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuamrasekkurangnya adalah
sejalan dengan usia kematangan psikologis yakrta@an, dimana ibu dipandang
telah siap secara fisik dan mental untuk meneriraba&iran buah hati dengan
berbagai masalahny8.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengertarignhubungan seks,
sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepgajamalam jiwa anak yang
sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesdilipmya yang berakhir pada
perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atasigan hidupnya. Selain itu, ikatan
perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk mestgiependidikan (Wajar 9
tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnydaskak-hak lainnya yang
melekat dalam diri anak.

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sisidhya dalam masyarakat
patriarki yang bias gender, yang menempatkan parampada posisi yang rendah
dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki sagadiSi ini sangat bertentangan
dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islagn sgargat menghormati
perempuan(Rahmatan lil Alamin).Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya

patriarki yang bias gender yang akan melahirkarfadan terhadap perempuan.

0 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam berwawasan gend@ialang: UIN Malang Press, 2008), 110.
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5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu pdlagang gemar
berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenahaéstdahpedofilia. Perbuatan
ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakaks senak), namun dikemas
dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Halbertentangan dengan
UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kboga Pasal 8%,
ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, mmir@utahun dan pidana
denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupmpabila tidak diambil
tindakan hukum terhadap orang yang menggunakaruaéks anak secara ilegal
akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelakddmaakan menjadi contoh bagi
yang lain>?

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan diau gterkawinan di bawah
umur (anak) lebih banyakudharatdari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik
menghindari dari pada terjadi hal-hal yang tidalkginkan dikemudian hari dan
orang tua harus memahami peraturan perundang-uadanguk melindungi anak
dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

C. Dispensas Perkawinan
Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban)ndggdoan waktu atau

keringanar’® Sedangkan perkawinan menurut Wahbah al-Zuhailjaheékad yang

51(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan daseatau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan kaianglipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat aftitahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan padiedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam (ayaberlaku pula bagi setiap orang yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, seranghabohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
: Http//www.dwp.or.id/dwpl.php? kas=128noid=799 ksias pada tanggal 12 juni 2010).

Ibid, 104
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telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-épat mengambil manfaat untuk
melakukaristimta’ dengan seorang wanita atau sebalikitya.

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudksmgan dispensasi
perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pelagadhgama kepada calon
mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkskawinan, bagi pria yang
belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wéeitam mencapai 16 (enam
belas) tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawdnbawah umur yang
berlaku sejak disahkannya Undang-undang No.1 Td®Id, secara lengkap telah
diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3imah975, yaitu:

a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagk gang belum
mencapai umur minimum, yakni:

1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua cedorpelai;

2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkankaiean
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat idagsémana
yang dimaksud Pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 Undangrgnda 1 Tahun
1974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasirtadgyang belum
mencapai umur minimum, yaitu:

1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahemdak
melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi
Pengadilan Agama.

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebatgat (1) pasal
ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun tearkepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya,;

3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidardsn
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkntuk
memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan mé&ga
memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepagaopon untuk
memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

** Nuruddin, TariganQp.Cit, 38.
% SudarsonoQp.Cit.,42-43.
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D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara

Dalam pengambilan suatu putusan, hakim diharapkan diminta dapat
memepertimbangkan putusannya tentang benar tidalewgdu peristiwa yang
diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus eniésa dan mengadili setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Setiap mengamibilsan harus melihat dari
berbagai aspek. Baik hal itu berupa putusan atapemetapan. Dalam hal ini ada
beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam gresegambilan sebuah putusan,
yaitu:

1. Musyawarah Majlis Hakim

Musyawarah majlis hakim merupakan perundingan yditeksanakan untuk
mengambil keputusan terhadap suatu perkara yafgkdia kepadanya dan sedang
diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yamgbang. Musyawarah majlis
hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apg didasilkan dalam rapat
majlis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggogglis hakim yang memeriksa
perkara tersebut sampai putusan tersebut dibacd&km sidang terbuka untuk
umum. Tujuan diadakan musyawarah majlis ini adalatiuk menyamakan persepsi
agar perkara yang sedang diadili itu dapat diajugatusan yang seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua majlis hakim memimpin rapat permusyawaratarsebut dengan
memberikan kesempatan pertama berbicara kepadatamggjlis yang junior untuk
mengemukkan pendapatnya, kemudian baru hakim sdaiorterakhir baru ketua
majlis hakim itu sendiri. Dalam permusyaratan msajftiakim itu setiap hakim

mempunyai hak yang sama dalam hal:
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1) Mengonstantir peristiwva hukum yang diajukan oleragaihak kepadanya
dengan melihat, mengakui, atau membenarkan tetgditeya peristiwa
yang telah diajukan tersebut,

2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihpikak kepadanya,
peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagaiispera yang benar-
banar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir fagti menilai peristiwa
yang dianggap benar-benar terjadi itu, dengan leataharus ditemukan
hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah diladimstu,

3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau neikén kaeadilan
kepada para pihak yang berperk&ra.

2. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yala@ diperiksa oleh

hakim majlis merupakan suatu hal yang paling glildksanakan meskipun hakim
dianggap mengetahui hukuus curia novit),sebab hukum itu berbagai macam
ragamnya, ada yang tertulis ada juga yang tidatuligr Tetapi hakim harus

mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajlikepadanya, ia tidak boleh
menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada mykurmatau belum jelas

hukumnya, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebaganegak hukum ia wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yhityp dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukapaklanya harus

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan perisyimray ada dalam masalah

tersebut. Oleh karena itu sebelum majlis hakim atehkan putusannya terlebih

%% Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradidyama(Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006), 275.
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dahulu harus menemukan fakta dan peristiwva yangng&mp dari penggugat
maupun tergugat, serta alat-alat bukti yang diajubdeh pihak dalam persidangan.
Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh piitesd« yang berperkara kurang
jelas dan kurang lengkap, maka majlis hakim kafjebatannya dapat menambah
atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjaak tieerugikan pihak-pihak yang
berperkara’

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatwnhuttalam suatu
perkara yang sedang diperiksa dalam persidangajtis rhakim dapat mencarinya
dalam:

1. Kitab Perundang-undangan sebagai hukum tertuliarafain:

a. HIR/ Rbg

b. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilamag

c. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kehakiman

d. Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahanUatdang-undang

No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

e. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Perkawinan

f. PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangrgriRiErkawinan

g. Kitab-kitab fikih Islam.

2. Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana tatdi@pa Pasal 44 dan

15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis;

3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakdak tholeh terikat

dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapatyimpang dan

berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakiaenatas putusan atau

57 |bid. 278.
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tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontempatpi hakim dapat
berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memmasatkeadilan bagi
pihak-pihak yang berkara;
4. Tulisan-tulisan ilmiah para-pakar hukum, dan bukitbilmu pengetahuan
lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara ystang diperiksa itu.
Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber selvagaitersebut di
atas, jika tidak diketemukan dalam sumber-sumbeselbeit maka ia harus
mencarinya dengan mempergunakan metode interprd&asi kontruksi. Metode
interpretasi adalah penafsiran terhadap Undangngndaasih berpegang pada teks
itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergumpkaalaran logisnya untuk
mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-unddingana hakim tidak lagi
terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetagmgen syarat hakim tidak
mengabaikan hukum sebagai susatu sistem.
3. Tehnik Pengambilan Putusan
Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan P#amd Agama dalam
mengambil keputusan terhadap perkara yang diperilde diadili hendaknya
melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Perumusan masalah atau pokok sengketa
Perumusan masalah atau sengketa dari suatu pet&ped disimpulkan dari
informasi baik dari penggugat maupun tergugat, yangujat dalam gugatannya dan
jawaban tergugat, replik dan duplik.
Dari persidangan pada tahap jawab-menjawab ituddimhyang memeriksa

perkara tersebut memperoleh kepastian tentangiperikonkrit yang disengketakan

%8 |hid. 279.
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oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakanhiniing merupakan pokok masalah
dalam suatu perkara.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok permasalahannya,udiem hakim
menentukan siapa yang dibebani pembuktian untutaiper kali. Dari pembuktian
inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolahagorenemukan fakta yang
dianggap benar atau fakta yang dianggap dali&bnstatir). Data berupa fakta yang
dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah di uidarannya.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yatanaliproses lebih lanjut
sehingga melahirkan keputusan yang akurat dan B&nar

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, sgtefd hakim menemukan
dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak ehaskedar mencari
Undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peigang konkrit, tetapi yang
dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada peristiauag konkrit.

Jika peristiwa konkrit tersebut telah ditemukan dmkya, maka hakim harus
mengadakan interpretasi terhadap peraturan pergadatangan tersebut. Sekiranya
interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia $famengadakan konstruksi

hukum®?

59 |bid. 286.
50 |hid. 287.
51 |hid. 288.



41

4. Pengambilan keputusan

Tujuan suatu proses di Pengadilan adalah untuk mexgh putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu puthakim yang tidak bisa diubah
lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara keduahbelhak yang berperkara
ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud awgggbila tidak ditaati secara
suka rela, dapat dipaksakan dengan menggunakamasaiat-alat Negara.

Semua putusan-putusan Pengadilan harus memuan-alasan putusan yang
dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan etars sebagai pertanggung
jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masagara pihak, Pengadilan
yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena dengansataitulah maka putusan
mempunyai wibawa.

Putusan hakim dituangkan dalam bentuk tertulis ydisgbut dengan putusan.
Putusan dengan format yang telah ditentukan olettablgrundang. Dengan dibuat
putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyalatas kebenaran peristiwa

hukum dan penerapan peraturan perundang-undangarastepat dalam perkara

yang diadili tersebuf?

52 |hid. 2809.



